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1. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk

mencapai Good Go anee-ea akekan _pembaharuan dan perubahan

terutama

anaan dan

n birokrasi
, berkinerja
e), mampu

eguh nilai-

dan politik
penahi  oleh
merata, dan
hal ini merupakan yalT < gan tersendiri dalam reformasi
birokrasi. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah
adalah dengan menata kembali organisasi perangkat daerah atau lebih

dikenal dengan restrukturisasi organisasi.

! peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. PER/15/ M.PAN/7/2008 tentang
Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.



Penataan struktur organisasi dan tata kerja mengarah kepada
pewujudan organisasi yang kecil namun kaya akan fungsi. Restrukturisasi
organisasi merupakan langkah yang dianggap tepat dalam mewujudkan hal
itu. Langkah ini dimaksudkan untuk menciptakan pelaksanaan
kepemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan yang

diamanatkan Peraturan Presiden No. 81 tahun 2010 tentang Grand Design

Road Map
egara dan
bersih dan

g memiliki

berlands . 014 tentang

Pemerintah Daerah, guna dfannya Pemerintah tingkat daerah.
Peraturan No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ini diundangkan
pada tanggal 19 Juni 2016 dengan ketentuan mencabut dan menyatakan
tidak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 ini

adalah tindak lanjut dari amanat dalam Undang-undang Pemerintahan



Daerah serta adanya perubahan pembagian urusan pemerintahan antara
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dan
Kota. Artinya, bahwa Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 ini
merupakan rujukan yuridis untuk membentuk regulasi pelaksana daerah
yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam pembentukan

organisasi perangkat daerah.

peleburan dan penggabungan "Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
sebagaimana yang tertera pada Peraturan Daerah Kota Padang No. 6 tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang
yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang

perangkat daerah, dengan menetapkan 22 Dinas hasil perombakan, baik

penggabungan atau pemisahan dari Dinas-Dinas yang awalnya hanya



berjumlah 16 instansi, 4 badan, 11 Kecamatan dan satu Sekretariat Daerah
dan satu Sekretariat Dewan. Hasil perombakan tersebut dapat dilihat dari

tabel berikut.

Tabel 1.1 Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang sesuai Peraturan
Daerah Kota Padang No. 6 tahun 2016

NO | NAMA OPD

1. | SEKRETARIAT DAERAH

2. | SEKRETARIAT DEWAN .. . .

3. | INSPEKTORATNIVERSIIAS ANDA
4. | DIN , ———
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16. PENAS NS MO BA £ PELAYANAN
. Em Fy’ 9 BAN
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17. DINAS PEMUDB _ GA

18. DINAS PARIWISATA

19. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

20. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

21. DINAS PERTANIAN

22. DINAS PERDAGANGAN

5. | BADAN:

1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

3. BADAN PENDAPATAN DAERAH

4. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

6. | KECAMATAN:




KECAMATAN PADANG UTARA
KECAMATAN PADANG SELATAN
KECAMATAN PADANG TIMUR
KECAMATAN PADANG BARAT
KECAMATAN NANGGALO
KECAMATAN KOTO TANGAH
KECAMATAN KURANJI
KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
9. KECAMATAN LUBUK KILANGAN
10. KECAMATAN PAUH
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Tabel 1.2 F 2 Vel Peraturan

Daerah rangkat
No
1 Dina Dinas
Ko omunikasi
2 Dina i sendiri
Pertg
3 Dina Dinas
4 Bap ingkungan
Da
5 Dinas am  Dinas
6 Dinas Tatg as Pekerjaan
dan Perumaha adi Dinas Pekerjaan
Umum dan Tata Ruang.
7. | Badan Penanggulang Bencana | Dipisah menjadi dua instansi yang
Daerah dan Pemadam Kebakaran berdiri sendiri; BPBD dan Dinas
Damkar

Sumber: Hasil olahan peneliti tahun 2018

Dinas yang mengalami perubahan seperti Dinas Pasar yang disatukan
kedalam Dinas Perdagangan dan berdiri sendiri setelah lepas dari Dinas

Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi. Kemudian Dinas Kebersihan



dan Pertamanan yang akan menjadi salah satu bidang dalam Dinas Lingkungan
Hidup, yang sebelumnya berupa Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
(Bapedalda). Dinas lain yang akan disesuaikan yakni Dinas Tata Ruang, Tata
Bangunan dan Perumahan yang akan disatukan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan
tata Ruang. Kemudian berpisahnya Dinas Perhubungan dengan Dinas Komunikasi

dan Informatika, dan Pemisahan Dinas Pemadam Kebakaran dengan Badan

terkait pe A . “Odfoan Badan
Penanggula ) 3 aat pefdthpan SOTK
tahun 2008 §ej@ i . 5 ] s _ pada tahun
2012 deng: a : ail Pemadam

Kebakaran act s , . 1 tahun 2012

tersebut me KD sl et et e ) oy Akan sebuah

Vs
dinas, yaitu ooy omi daerah,

Undang No. 24 tahun 2007 tentarg arigan Bencana, sehingga SKPD ini
tergolong ke lembaga lain. BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selain
menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah, juga menerapkan fungsi
koordinasi vertikal dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kemudian, kedua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) ini juga memiliki fungsi

yang vital, yaitu menangani urusan kebencanaan dan kebakaran. Sehingga,



kelembagaan dua OPD ini harus dibentuk dan disusun secara efektif mengingat
fungsinya yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan?. Didalam Peraturan
Daerah No. 17 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran tersebut juga

menjelaskan struktur organisasi BPBDPK yang mana lembaga tersebut di kepalai

hukumnya.

Sedangkan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Padang

tidak tercantum pada daftar badan-badan yang ditetapkan pada peraturan tersebut.
Keadaan ini menjadi menarik, selain tidak tertera pada daftar Badan-badan yang

ditetapkan, keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi tidak

2 Masrully, Analisis Kebijakan Penggabungan BPBD dengan Dinas Damkar Kota Padang, Skripsi,
Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Andalas, Padang, 2015.



jelas, karena pada pasal 11 Peraturan Daerah No. 6 tahun 2016 tersebut
menjelaskan, “Perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan
bidang bencana yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum
peraturan daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan
dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Artinya  Badan

Penanggulangan BengarTs

Organisasi
dan Tata kefj Kebakaran

telah dicab C . takan, tidak apat dikata wa Badan

“...BPBD saat ini melakukan segala kegiatannya berdasarkan aturan
lama, kami ambil yang bagian BPBD-nya saja, lalu menyingkirkan
bagian Damkar....” (Wawancara survey awal data dengan Kepala Sub Bagian
Umum BPBD kota Padang pada Selasa 28 November 2018 Pukul 11.00 WIB)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Badan
Penanggulangan Bencana selama satu tahun belakangan ini melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya berdasarkan aturan lama, yang jelas-jelas aturan tersebut

didalam Peraturan Daerah No. 6 tahun 2016 tidak berlaku lagi atau dicabut. Hal ini



menimbulkan kerancuan, sehingga pada pernyataan selanjutnya Kepala Sub Bagian

Umum BPBD yamg menyatakan :

“....kami juga mengacu pada Renja dan Renstra pada saat masih
tergabung dengan Damkar, karena semisal Renstra kan, dibuat
untuk tahun 2014-2019, segala bentuk tugas, fungsi, struktur

birokrasi dan lain-lainnya masih tercantum disitu...” (Wawancara
survey awal data dengan Kepala Sub Bagian Umum BPBD kota Padang pada
Selasa 28 November 2018 Pukul 11.00 WIB)

Pernyataan yang disampgika epala Sub Bagian Umum BPBD

membuat ppRehis WSHA&MDAMSt t § kebijakan,

keadaan ini | <ul hal yang sangat tidak azim. Dapat dikfkan Badan

Penanggulal san hukum

yang jelas.
karena pasc@igrjadi 5 an Be allldbrah dengan

Dinas Pem i ‘ UVRiI landasan

um BPBD,

Sekertaris Dael8 asil wawancara

“.... Memang benar Dinas Damkar dengan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah telah berpisah, namun khusus untuk BPBD mereka
masih melakukan tugasnya berdasarkan dengan Renja dan Renstra
yang baru, karna tanpa Renja dan Renstra baru, bagaimana kami
mengatur anggaran dan lain sebagainya, karena kita masih belum
punya aturan sendiri, lalu untuk alasan berpisahnya itu ditetapkan

dari aturan pusat, karena BPBD itu lembaga khusus...” (Wawancara
Survey dengan Sekretaris Daerah Kota Padang pada Selasa 16 Januari 2018 pukul
11.00 WIB)



Berdasarkan apa yang dikemukakan Sekertaris daerah tersebut memperjelas
keadaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah di kota Padang. Namun hal
berbeda diungkapkan oleh Kepala bagian Organisasi Pemerintah Kota Padang,

beliau mengungkapkan :

“.... Sebenarnya tentang kedudukan, tugas, fungsi dan lain lain
tentang BPBD, kita sudah punya aturannya, itu tercantum pada
Perwako No. 95 tahun 2016, jadi mereka melakukan kegiatan
kantornya berdase

IB)

antar pihak

yang terkai srapan kebij ] isasi per daerah ini

yang sah,

ota Padang,

bahwa BPH n Walikota
Padang No. ST T LT R S LI LT et Agas, Fungsi
dan Tata Ke sebenarnya
untuk Pembefitke U SRBINGHERATUt Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 46 taht e-2, tentang Pedoman Organisasi
dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus BPBD ditetapkan

dengan Peraturan daerah.

Mengingat bahwa BPBD tidak tercantum pada daftar Badan Daerah dalam
Peraturan Daerah No. 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kota Padang, Kepala Bagian Organisasi juga mengungkapkan bahwa untuk
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kedudukan BPBD saat ini masuk sebagai daftar lembaga penunjang lain,

sebagaimana tertera pada tabel berikut :

JNIVERSITAS ANDALRS
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Gambar 1.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang
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Berlakunya Peraturan Walikota No. 95 tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Padang, BPBD mulai melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai
lembaga baru. Namun tentunya BPBD mengalami penyusutan personel

dibandingkan pada masa saat masih tergabung dengan Dinas Damkar. Hal ini sesuai

menimbulk: m ' dalam pelaksandfil tugas dan
fungsi dim@gIRS gi struktur
birokrasi ST LI LIee caparremmarsantart tian posisi
jabatan pegaV terlihat dari
bentuk struktu Al esuai dengan
Peraturan Walikota No. 95 tahu edudukan, Susunan Organisasi,
tugas fungsi dan Tata kerja Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD dikepalai Satu
Kepala Pelaksana dengan membawabhi tiga bidang yakni Bidang Pencegahan dan

Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan Badan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi. Sedangkan untuk Dinas Damkar, Peraturan No. 70 tahun 2016

3 http:/www.posmetropadang.co.id/opd-padang-bpbd-pisah-personel-pecah/, diakses pada
tanggal 25 Januari 2018, pukul 22.00 WIB
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tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas
Pemadam Kebakaran menjelaskan bahwa Dinas Damkar dikepalai satu Kepala
Pelaksana dengan membawahi dua bidang yakni Bidang Operasi dan Sarana
Prasarana, dan Bidang Proteksi dan Pengujian. Lebih lanjut dalam wawancara
dengan Mantan Kepala BPBDPK (Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan

Pemadam Kebakaran) :

eriasir Stoiad is,
erlatarbelakang pendidikan Teknik, Kesehata
dengan Mantan Kepal : aret 2018)

masalahan | g bkl B Migntan kepala

BPBDPK (BREan Penangg :

menyebutka ara tidak Sung . ya manusia

5

yang ditemgatkan di BPBD saat ini seCg
S '

prasarana
yang perna i ae St e yammmtatt saat masih
tergabung. P8 sing-masing
sarana dan pré kepemilikan
sendiri begitu pula dengan BPBD: : pisah pun Dinas Damkar tetap

menempati kantor lama (pada saat masih tergabung) sedangkan BPBD menempati
kantor baru di tempat lain. Sehubungan dengan hal itu, Kepala Sub Bagian Program

BPBD mengatakan bahwa :
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“... setelah kita pisah dengan Damkar, kantor kita pindah kesini
karna Damkar dari dulu memang disitukan, sekarang ini kita

ngontrak gedung ini...” (Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Program
BPBD kota Padang pada Jumat 2 Maret 2018 pukul 9.50 WIB)

Dari penjelasan Kepala Sub Bagian Program tersebut peneliti berasumsi
bahwa dapat dipastikan akan terjadi penambahan anggaran untuk penyewaan

gedung untuk kantor BPBD, mengingat gedung merupakan salah satu sarana

Berdasafi: bermaksud

untuk memg bi [ palRiaana i nel kebijakan

Restrukturis 0B Peraturan
Daerah No. kat Daerah
Kota Padan Damkar di
Kota Padan puah proses
dimana imp jakan yang
telah ditetay plementasi
merupakan xsfoaaHe crcasmmaneieypine it dipahami
implementas aerah yang

KEDJAJA AN
mengacu kep » DT 3 B bentukan dan

Susunan Perangkat Daerah KotaF erakibat kepada terpisahnya BPBD
dengan Dinas Damkar di Kota Padang merupakan tindakan-tindakan yang
dilakukan oleh aktor-aktor terlibat dalam proses implementasi kebijakan yang

diarahkan untuk mencapai tujuan.

4Yeremia T. Keban, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu,
Yogyakarta, 2008, him 77.
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Dalam penelitin ini, peneliti meneliti bagaimana implementasi
restrukturisasi organisasi perangkat daerah yang mengacu kepada Peraturan Daerah
No. 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Padang yang berakibat kepada terpisahnya BPBD dengan Dinas Damkar di Kota
Padang dengan menggunakan teori implementasi Van Meter & Van Horn. Peneliti

memilih untuk menggunakan teori implementasi Van Meter & Van Horn dalam

juga lebih
pelaksana

sebagai var

ini sesuai ¢ fenomena-
fenomena d kemukakan
oleh Van M
1.2 Rumus

Berdg alah dalam
penelitian ini 38 asi Perangkat
Daerah yang gatl atn 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang yang berakibat kepada

terpisahnya BPBD dengan Dinas Damkar di Kota Padang.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Implementasi

Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu kepada Peraturan
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Daerah No. 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Padang yang berakibat kepada terpisahnya BPBD dengan Dinas Damkar di

Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis
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